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ANDI AKBAR ALAM(B 121 12 148), “Hubungan Kewenangan 
Kementerian dalam Sistem Presidensial” di bimbing oleh Ahmad 
Ruslan dan Nazwar Bohari. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah 
pengaturan hukum mekanisme koordinasi kementerian dalam Sistem 
Presidensial dan Bagaimana pelaksanaan koordinasi kementerian dalam 
Sistem Presidensial  
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, yang kemudian dihubungkan 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), 
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan komparatif 
(comparative approach) 
Hasil Penilitain ini menujukkan  bahwa Pertama, Pengaturan hukum 
terkait mekanisme koordinasi kementerian belum diatur secara tegas. 
Mekanisme koordinasi kementerian dikoordinasikan oleh kementerian 
koordinator berdasarkan urusan pemerintahan.Dimana setiap kementerian 
koordinator telah memiliki nama-nama kementerian yang dikoordinasikan, 
akan tetapi hal tersebut bukanlah tidak mutlak dan sifatnya kaku dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian yang bukan berada di 
bawah koordinasi kementerian koordinator dapat berkoordinasi dengan 
kementerian koordinator lainnya jika berhubungan dengan isu urusan 
pemerintahan yang ditugaskan. Dengan kata lain, koordinasi kementerian 
antara menteri dan kementerian koordinator lebih menitik beratkan pada 
bidang urusan pemerintahan. Meskipun, secara yuridis keberadaan 
kementerian koordinator bukan kementerian yang berada di atas 
kementerian yang bukan merupakan kementerian koordinator.Kedua 
Pelaksanaan koordinasi kementerian yang ada saat tidak berjalan dengan 
baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya kekisruhan antara menteri 
kordinator dan menteri terkait. Dimana pemaknaan koordinasi dan 
sinkronisasi pada dasarnya bukanlah merupakan membawahi, namun 
lebih mengarah kepada menguatkan sinergitas antar-menteri sehingga 
kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri terkait urusan pemerintahan tidak 
saling bertentangan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga Kepresidenan merupakan lembaga Negara yang 
memegang kekuasaan pemerintahan.1 Dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia kekuasaan pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. 
Presiden berfungsi sebagai kepala pemerintahan.2 Istilah president 
merupakan derivatif dari to preside yang berarti memimpin atau tampil di 
depan. Sedangkan kata Latin presidere berasal dari kata prae yang berarti 
di depan, dan kata sedere yang berarti duduk. Jabatan presiden yang 
dikenal sekarang ini, yaitu sebagai kepala dari negara yang berbentuk 
republik, muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18. 
                                                          
1 Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan ini mencakup 
kekuasaan eksekutif ,legislatif dan yudisial. Menurut CF. Strong, lembaga eksekutif 
dalam banyak hal merupakan bagian terpenting pemerintahan dalam Negara 
konstitusional modern. Selanjutnya dapat dibaca dalam C.F. Strong (terj: Derta Sri 
Widowatie), Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah 
dan Bentuk (Bandung: Penerbit Nusa Media), Hal 319. 
2 Hal tersebut karena sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem 
pemerintahan presidensial. Dalam beberapa literatur kita dapat menemukan prinsip 
pokok (karakteristik) dari sistem presidensial yang menggambarkan dua kutub berbeda 
(berlawanan) mengenai prinsip pokok dari sistem parlementer. Sistem pemerintahan 
presidensial adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki 
kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung 
seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara 
terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi 
tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang 
kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudisial, yang secara ideal diformulasikan 
sebagai ”Trias Poli oleh rakyat untuk masa kerja yang la ada pada presiden sebagai 
kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah 
pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 
 2 
Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut UUD 1945.3 Kekuasaan Pemerintahan tersebut menunjuk pada 
salah satu cabang kekuasaan dari konsep trias politica yang merupakan 
lembaga Negara. Lembaga Kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang 
sama dengan cabang kekuasaan lainnya sehingga dapat melakukan 
pengawasan terhadap lembaga Negara lainnya dalam koridor UUD 1945 
sebagai wujud pelaksanaan prinsip check and balances. 
Adapun beberapa urusan kewenangan Presiden menurut UUD 
1945 adalah:Kewenangan yang bersifat eksekutif, yaitu kewenangan 
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.4 Karena komplek dan dinamisnya persoalan pemerintahan 
yang tidak mungkin tertampung semua dalam peraturan perundang-
undangan, maka pemerintah diberi kebebasan untuk bertindak 
(discretionary power).Kewenangan yang bersifat legislatif, yaitu 
kewenangan untuk mengatur kepentingan umum berupa pengajuan 
rancangan undang-undangan kepada DPR, menetapkan peraturan 
pemerintah untuk menjalankan undang-undang, serta menetapkan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa.Kewenangan yang bersifat judicial, yaitu 
kewenangan dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan 
putusan pengadilan. Kewenangan ini dilakukan oleh Presiden dalam 
bentuk pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
                                                          
3 Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
4 Lihat pasal 4 ayat (1) UUD 1945 
 3 
pertimbangan Mahkamah Agung serta memberikan Amnesti dan Abolisi 
dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. 
Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu kewenangan 
menjalankan perhubungan dengan Negara lain atau subjek hukum 
internasional lainnyadalam konteks hubungan luar negeri baik dalam 
keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Untuk menjalankan 
kewenangan diplomatik ini, Presiden diberi kewenangan memegang 
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara. Disamping itu, kewenangan ini juga dijalankan oleh 
Presiden dalam bentuk menyatakan perang, membuat perdamaian, 
membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Presiden juga 
berwenang untuk menyatakan keadaan bahaya yang ditetapkan di dalam 
undang-undang. Kewenangan yang bersifat administratif, yaitu 
kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dalam 
jabatan-jabatan kenegaraan tertentu atau di dalam jabatan-jabatan 
administrasi Negara. Kewenangan administrasi ini dilakukan oleh Presiden 
terhadap Konsul serta Duta Indonesia untuk ditempatkan dibeberapa 
Negara maupun Duta Negara lainyang menjalin hubungan diplomatik 
dengan Indonesiadengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi 
tanda gelar, jasa, dan kehormatan lainnyaserta membentuk Dewan 
Pertimbangan Presiden. 
Pasal 4 ayat (1) ditentutakan bahwa Presiden Republik Indonesia 
memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. 
Artinya, ada kekuasaan pemerintahan Negara yang menurut undang-
 4 
undang dan ada pula kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak 
menurut undang-undang.5 Dalam melakukan kewajibannya, Presiden 
dibantu oleh seorang Wakil Presiden.6 Apabila Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannyan dalam 
masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 
jabatannya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil 
Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon 
yang diusulkan oleh Presiden. Kemudian dalam menjalankan 
kewajibannya presiden juga dibantu oleh menteri-menteri Negara.7 
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, 
sehingga seluruh menteri bertanggungjawab kepada presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan.  Dalam kajian teoretis kedudukan 
menteri berada diranah eksekutif, yakni sebagai bawahan presiden yang 
membantu melaksanakan tugas-tugas presiden. Oleh karena itu pucuk 
koordinasi berada pada presiden. Setiap keputusan yang dikeluarkan 
presiden harus dipatuhi oleh menteri sehingga setiap tindakan menteri 
selalu bersinergi dengan presiden. 
Dalam praktik pemerintahan Indonesia, presiden mengangkat 
menteri koordinator untuk membawahi menteri-menteri sesuai bidangnya. 
                                                          
5 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 
2008), Hal 333. 
6 Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, dalam melakukan kewenangannya Presiden dibantuk oleh 
satu orang Wakil Presiden 
7 Pasal 17 ayat (1), Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
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Pada pokoknya kementerian koordinator melakukan sinkronisasi dan 
koordinasi urusan kementerian. Sehingga seluruh menteri harus sejalan 
dengan kementerian koordinatornya. Dengan kata lain lembaga 
kepresidenan yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian 
Koordinator, dan Kementerian memiliki sinergitas dalam setiap kebijakan 
yang dikeluarkan.8 Namun pelaksanaan sinergitas Presiden dan Wakil 
Presiden, Menko, dan Menteri belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut 
dapat digambarkan dalam beberapa kasus, misalnya saja Menko Rizal 
Ramli juga menyampaikan pernyataan yang memancing menteri lain dan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. Yakni terkait rencananya 
mengevaluasi mega proyek 35.000 MW. Dia menilai program tersebut 
terlalu ambisius. Setelah dua pernyataan itu, para menteri saling sindir 
dan mengkritik. Bahkan terang-terangan Menko Rizal Ramli menantang 
debat Wapres JK.9 
Kemudian koordinasi juga akan terkait kebijakan-kebijakan yang 
akan dikeluarkan, misalnya saja antara kementerian pertambangan dan 
kementerian lingkungan hidup. Disatu sisi pertambangan mengeksplor 
tambang sebanyak-banyaknya, disatu sisi bidang lingkungan hidup 
melindungi lingkungan sehingga daya tampung dan daya dukungnya tetap 
stabil,dan yang lebih terhangat kontroversi mengenai surat edaran 
                                                          
8 Disamping itu lembaga kepresidenan juga termasuk Lembaga Non-Struktural, 
Lembaga Negara Setingkat Menteri, dan lain sebagainya. 
9 Lihat  Saling kritik dan sindir menteri ekonomi kabinet Jokowi-JK 
http://www.merdeka.com/uang/saling-kritik-dan-sindir-menteri-ekonomi-kabinet-jokowi-
jk.html , diakses pada 11 November 2015, pukul 19,54. Bandingkan juga 
http://ekbis.sindonews.com/read/1034670/34/rizal-ramli-tanggapi-sindiran-jokowi-
1439969144 pukul 20,04. 
 6 
Kementerian Perhubungan yang melarang ojek berbasis daring atau 
online untuk beroperasi, namun selang berapa jam kemudain presiden 
terang-terangan tidak menyetujui hal tersebut10 
Terkait hal yang sama Kementerian Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi megeluarkan LAKIP Kementerian dan Provinsi, Dari 
hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga  meningkat, dari 
64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan nilai 
rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 
menjadi 60.47 pada tahun 2015. Nilai tersebut menunjukkan tingkat 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap 
penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 
berorientasi kepada hasil (result oriented government). Hasil ini 
menimbulkan pro-kontra. KemenPAN-RB dianggap tidak memiliki 
wewenang untuk melakukan penilaian kepada sesama kementerian. 
Sementara itu, KemenPAN-RB beranggapan bahwa Penilaian 
akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga sedianya sudah menjadi 
agenda rutin sejak 2010. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 
2005, salah satu tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. 
Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, 
dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP). Pro-konta akan hasil LAKIP tersebut menunjukkan 
bahwa tindakan pemerintahan, dalam hal ini sesama kementerian tidak 




terkoordinasi dengan baik. Jika dalam pelaksanaannya terkoordinasi 
dengan baik, maka kebijakan atau laporan yang dikeluarkan oleh 
kementerian tidak mengalami pro-kontra. 
Hal tersebut membutuhkan koordinasi sehingga setiap peraturan 
(kebijakan) yang dikeluarkan oleh para menteri tidak mengalami konflik 
norma. Mengenai wewenang dan mekanisme koordinasi presiden dan 
wakil presiden dan kementerian masih membutuhkan kajian yang lebih 
komprehensif. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan penelitian 
mengenai hal tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 
dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum mekanisme koordinasi 
kementerian dalam Sistem Presidensial ? 
2. Bagaimana pelaksanaan koordinasi kementerian dalam Sistem 
Presidensial ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mekanisme koordinasi 
kementerian dalam Sistem Presidensial ? 
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan 




D. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum administrasi negara pada umumya, khusunya bagaimana 
pelaksanaan mekanisme koordinasi kementerian dalam Sistem 
Presidensial 
2. Manfaat Praktis 
a. Guna mengembangkan penalaran , pola pikir dinamis sekaligus 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh 
b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 








Di dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di 
sebutkan bahwa, Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya di sebut 
kewenangan adalah kekuasaan badan dan / atau pejabat pemerintahan 
atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 
publik, sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan / 
atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk 
mengambil keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.11 Menurut Max Weber wewenang rasional atau legal, yakni 
wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahamai sebagai 
suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh dimasyarakat 
dan bahkan yang diperkuat oleh negara.12 Dalam Hukum Publik, 
Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna 
yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 
Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.Kekuasaan 
merupakan unsur esensi dari suatu negara dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur laiinnya, yaitu: 
a) Hukum 
b) kewenangan ( wewenang) 
                                                          
11UU No 30 Tahun 2014 Tentang Admnisitrasi Pemerintahan 
12Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik 
Indonesia.Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban 





Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar 
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging ) sehingga Negara itu 
dapat berkiprah,bekerja,berkapasitas,berprestasi,dan berkinerja untuk 
melayani warganya.Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. 
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara14. Agar kekuasaan 
dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara 
itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan- jabatan (een embten 
compelx) dimana jabatan diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak 
dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban15.Dapat 
diartikan bahwa kekuasaan mempunyai 2 aspek, yaitu aspek politik dan 
aspek hukum, sedangkan kewenangan hanyak beraspek hukum yang 
semata,yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga 
dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui 
kudeta atau perang, sedangan kewenangan harus bersumber dari 
konstitusi. 
                                                          





Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 
dengan istilah ‘’bevoegheid’’ dalam istilah hukum belanda. Menurut 
Phillipus M Hadjon jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah 
kewenangan dengan istilah ‘’bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak 
pada karakter hukumnya.Istilah ‘’bevoegheid’’ digunakan dalam konsep 
hukum publik maupun dalam hukum privat.Dalam konsep hukum kita 
istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep 
hukum publik16 
1. Pengertian Kewenangan 
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan 
sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 
melakukan sesuatu17. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 
formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh 
undang-undang) atau dari kekuasaan ekeskutif administratif. Kewenangan 
yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan 
terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 
bidang pemerintahan18. Secara yuridis pengertian wewenang adalah 
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum19 




19Indroharto, Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik,(Bandung,Citra Aditya Bakti 
1994)hlm.65 
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Sebagaimana pengertian kewenangan yang telah dikemukakan 
tadi, bahwa kewenangan (authority) merupakan kekuasaan formal yang 
berasal dari undang-undang.Kewenangan yang dimiliki oleh organ 
pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan 
pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh 
kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 
ataupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli 
atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus 
ditegaskan pada pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 
yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti 
pemberian wewenang ,akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas 
nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi 
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertidak atas nama mandator 
(pemberi mandat). 
J.G Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan 
yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga 
Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini 
adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. 
Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan 
kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang 
berkompeten20 
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan 
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya 
                                                          
20J.G Brouwer dan Schilder, A Survey of dutch Administrative Law, (Nijmegen Ars 
Aeguilibri 1998),hlm 16-17 
 13 
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat 
menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat 
tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat  
(mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) 
untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya 
Perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan 
delegasi.Pada atribusi kewenangan yang ada dilimpahkan, tetapi tidak 
demikian pada delegasi.Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan 
tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin 
dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai 
kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Delegasi harus defenitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahan 
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 
artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang 
memungkinkan untuk itu di dalam peraturan perundang-undangan 
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut 
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e. Peraturan Kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 
instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut21 
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 
(konstitusi),sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang 
sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan 
didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa 
sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) 
pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan 
organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan 
oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya tanpa 
kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar22 
2. Sifat Kewenangan 
Dalam hal sifat kewenangan pemerintah yaitu yang bersifat terikat, 
fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya kewenangan pembuatan 
dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan 
(beschikkingan) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada 
keputusan yang bersifat terikat dan bebas. 
Menurut Indoharto; dalam wewenang yang bersifat terikat, yakni 
terjadi ketika peraturn dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan 
yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan 
dasarnya sedikit banyak menentukan isi dan keputusan yang harus 
diambil, kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat 
                                                          
21Philipus M.Hadjon,OpCit.hlm.5 
22F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung Citra Aditya 
Bakti,2006),Hlm 219 
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tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan 
wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu 
hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan dasarnya, Ketiga, wewenang bebas yakni 
terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan 
atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi 
dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya 
memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara 
yang bersangkutan. 
Philipus M.hadjon mengutip pendapat N.M.Spelt dan Ten Berge, 
membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan 
kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian 
(beoordelingsverijheid) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis 
kekuasaan bebas yaitu: pertama kewenangan untuk memutuskan mandiri, 
Kedua Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge 
norm)23 
3. Sumber Kewenangan 
Dalam Negara Hukum dikenal asas Legalitas yang menjadi pilar 
utamanya merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar 
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap 
negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem 
kontinental24 
                                                          
23Philipus M.Hadjon,Op.Cit,hlm.112 
24Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara,Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah.2002,hlm 
65 
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Menurut Philipus M.hadjon bahwa kewenangan diperoleh melalui 
tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi 
lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-
Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan 
yang berasal dari pelimpahan25. Bedanya Kewenangan delegasi terdapat 
adanya pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya 
dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada 
kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan 
kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan, yang ada hanya janji-
janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan 
tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada pemberi mandat). Setiap 
kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam 
aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onbevoegdheid) 
yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu. 
 
B. Kekuasaan Pemerintahan 
Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya 
negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada 
konsep negara yang mendasarkan atas hukum. Para ahli sepakat bahwa 
salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep 
pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak 
sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan 
                                                          
25Op Cit,hlm 112 
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sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak 
rakyat. 
Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga 
pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of 
Civil Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam 
karyanya L’esprit des Lois (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini 
masih berjalan di berbagai negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga 
macam kekuasaan26 yaitu : 
1. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-
undang 
2. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan atau 
menjalankan Undang-undang 
3. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran 
undang-undang 
Maka berdasarkan hal tersebut, Presiden berada di bagian 
eksekutif. Menurut tata bahasa, kata presiden adalah derivative dari to 
presiden yang artinya memimpin atau tampil didepan. Kalau di cermati 
dari bahas latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere yang berarti 
menduduki27. 
Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi 
jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi 
                                                          
26 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia., Jakarta, hlm. 121. 
27Harul Alrasid.1993, Masalah Penghasilan Jabatan Presiden, Disertasi Doktor 
Universitas Indonesia,hlm.24. 
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dua jabatan,yaitu Presiden dan Wakil Presiden.28 Menurut Bagir Manan, 
dalam sistem presidensial, tidak ada presiden sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan. Presiden Amerika adalah Presiden tanpa 
perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. 
Sebenarnya pengertian tersebut muncul dari analisis kelimuan dan hanya 
tampak pada sistem parlementer.29 Hal senada juga nampak 
dikemukanan Jimly Asshiddiqie, bahwa sistem pemerintahan presidensial, 
Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara 
kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang 
Dasar. Dalam sistem ini menurutnya tidak dikenal dan tidak perlu 
dibedakan adanya penyebutan kepala negara dan kepala pemerintahan. 
Keduanya adalah presiden dan wakil presiden yang mempunyai 
kekuasaan dari tanggung jawab menjalankan pemerintahan negara.30. 
Dalam pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri didasarkan pada pasal 17 ayat (2) UUD 
194531. Sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan ini tidak diatur lebih 
lanjut dengan suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 
kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan selama ini diserahkan 
secara mutlak kepada presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan 
oleh presiden sejak ia mendapatkan mandat dari MPR dalam Sidang 
                                                          
28Jimly Asshiddiqie,2004 , Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 
dalam UUD 1945,Cetakan Pertama,Yogyakarta:FH_UII,2004,hlm.59 
29Bagir Manan,2003,Lembaga Kepresidenan,Cetakan Kedua, Yogyakarta:FH UII Press, 
2003),hlm.44 
30Jimly Asshidiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme...op.cit,..hlm.75 
31Pasal 17 UUD 1945 sebelum perubahan, Ayat (1) berbunyi, “Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara.” Ayat (2) “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden.” Ayat (3) “Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan”. 
 19 
Umum sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-
menteri oleh presiden dapat dilakukan di tengah-tengah masa jabatannya 
tersebut. Seluruh tindakan tersebut dalam praktiknya dapat dilakukan 
secara tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapatkan usulan dan 
pertanggungjawaban dari lembaga negara yang lain, karena ini 
merupakan adalah hak prerogatif presiden. 
Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 mengalami sedikit 
perubahan. Jika sebelum perubahan, presiden bebas melakukan 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara,maka 
setelah perubahan ketiga UUD 1945 hal tersebut tidak bisa dilakukan 
dengan serta-merta, kerena semua itu diatur dengan undang-undang.32 
Artinya,untuk melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian negara, presiden memerlukan persetujuan DPR.33 
Namun,dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-
menteri, presiden bebas melakukan kapan saja tanpa harus meminta 
peresetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara laiinnya. 
 
                                                          
32Pasal 17 UUD 1945 sesudah perubahan, Ayat (1) berbunyi,’’Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara. Ayat (2) ‘’Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden.Ayat (3) ‘’Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.Ayat 
(4)  ‘’Pembentukan,Pengubahan,dan pembubaran kementerian negara diatur dalam 
undang-undang.’’ 
33Menurut Jimly Asshiddiqie, yang menjadi faktor pemicu adanya ketentuan pasal 17 Ayat 
(4) UUD 1945 yang mengharuskan pembentukan,pengubahan,dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam undang-undang disebabkan adanya kebijakan dari 
presiden Abdurrahman Wachid yang membubarkan Departemen Penerangan, dan 
Departemen Sosial, serta membentuk dan mengubah organisasi-organisasi kementerian 
serta lembaga-lembaga non departemen laiinnya tanpa disadari atas perencanaan dan 
persiapan dengan matang yang mengakibatkan banyak kesulitan mengenai mantan 
pegawai ataupun hal-hal lain berkaitan dengan pembubaran dan perubahan organisasi 
departemen dan nondepartemen yang bersangkutan.Lihat Jimly Asshiddiqie, 
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi, Op.Cit.,hlm.178 
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C. Kementerian Negara 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan34 dalam 
menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang 
membidangi urusan tertentu di bidangpemerintahan. Setiap menteri 
memimpin kementeriannegara untuk menyelenggarakan urusan 
tertentudalam pemerintahan guna mencapai tujuan negarasebagaimana 
diamanatkan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 
1945. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia 
dibantu oleh seorang wakil Presiden.35 Serta membentuk beberapa 
kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-
menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden 
sesuai dengan kewenangannya. 
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara 
tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan36: 
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 
                                                          
34Lihat Pasal 4 ayat (1) 
35 Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 
36Pasal 17 UUD 1945 
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4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara diatur dalam undang-undang. 
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-
undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur 
semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, 
fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, 
memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, 
hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non 
kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan 
pemberhentian menteri. 
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-
masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang 
menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas: 
1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan. 
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan 
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, 
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pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, 
industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. 
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan 
pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan 
negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, 
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan 
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan 
kawasan atau daerah tertinggal.37 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu 
dalam  pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara.38Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian 
yang melaksanaan urusan tertentu menyelenggarakan fungsi yaitu : 
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang 
dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
2. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang 
                                                          
37Lhat Pasal 5 Undang-Undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
38Lhat Pasal 7 Undang-Undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
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pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan Kementerian didaerah dan pelaksanaan kegiatan teknis 
yang berskala nasional  
3. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan 
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya 
dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya39 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kementerian negara 
memiliki susunan organisasi untuk menjalankan urusan Menteri, 
sekretariat jenderal,direktorat Jenderal,inspektorat jenderal dan pelaksana 
tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.40 Dalam hal terdapat beban kerja yang 
membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat  
wakil  menteri pada kementerian tertentu, hal tersebut diatur lebih lanjut 
dengan peraturan presiden.41 
Dalam hal pembentukan kementerian negara,Presiden membentuk 
kementerian dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, 
cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, 
keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan/atau perkembangan 
lingkungan global.Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan 
                                                          
39Lhat Pasal 8 Undang-Undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
40Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
41Peraturan Presiden  No.7 tahun 2015 tentang  Organisasi Kementerian Negara “bahwa 
dalam rangka mewujudkan organisasikementerian negara yang tepat fungsi dan tepat 
ukuranserta mendukung efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, perlu dilakukan 
pengaturanmengenaipokok-pokok organisasi kementerian Negarabahwa untuk 
mendukung pelaksanaan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara” 
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Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi,Jumlah 
keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242, 
Pasal 1343, dan Pasal 1444 paling banyak 34 (tiga puluh empat). 
 
D. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Pada hakikatnya, dalam kajian ilmu Negara umum (algemeine 
staatslehre) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem 
hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, 
yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili 
rakyat.45  Pendapat tersebut juga sejalan dengan Pandangan Jimly 
Asshiddiqie46 yang berpendapat bahwa, sistem pemerintahan berkaitan 
dengan pengertian regeringsdaad penyelenggaraan pemerintahan 
eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Sri Soemantri 
berpendapat bahwa, sistem pemerintahan adalah hubungan antara 
lembaga legislatif dan eksekutif.47 Kemudian Ismail Sunny48 lebih variatif 
berpendapat bahwa, sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu 
yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan 
Negara yang tertinggi di suatu Negara. 
                                                          
42Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalamnegeri, dan pertahanan, 
sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 
1945.  
43 Presiden membentuk Kementerian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan 
ayat (3).  
44Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusanKementerian, Presiden 
dapatmembentuk Kementeriankoordinasi. 
45 Saldi Isra, Op.Cit,Hal 23. 
46 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana 
Ilmu Populer, 2008), Hal 311. 
47 Sulardi, Op.Cit Hal 46. 
48Ibid, argumen yang sama disampaikan oleh Mahfud bahwa, sistem pemerintahan 
dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antarlembaga-lembaga Negara. 
Saldi Isra, Op.Cit,, Hal 23 
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Dalam perkembangan sistem pemerintahan, para ahli mempunyai 
pendapat mengenai kategori sistem pemerintahan. Misalnya saja, Giovani 
Sartori yang membagi menjadi tiga kategori: presidentialism, 
parliamentary system, semi-presidentialism. 
Kemudian Saldi Isra49 merangkum pendapat Arend Lijphart 
(berdasarkan hasil penelitian pola-pola demokrasi yang dipraktikkan di 36 
negara), Jimly Asshiddiqie, dan Sri Soemantri, yang mana sejalan dengan 
pendapat sartori, bahwa sistem pemerintahan dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga bentuk, yaitu parliamentary, presidential, dan hybrid. 
Dalam perkembangannya, sistem presidensial dan sistem 
parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak dianut 
oleh suatu Negara.  
Sistem pemerintahan pada hakekatnya merupakan relasi antara 
kekuasaan eksekutif  dan kekuasaan legislatif. Antara hubungan 
kekuasaan tersebut ditandai dengan corak dominan kekuasaan dalam 
praktik ketatanegaraaan. Yang mana, dapat saja menunjukkan dominansi 
kekuasaan parlemen ataupun dominansi kekuasaan eksekutif. 
Dibeberapa Negara, ada juga yang mengkombinasikan corak dari kedua 
sistem ini. 
Dalam praktik sistem pemerintahan, dengan berdasarkan atas 
pengamatan pada beberapa Negara Amerika Latin yang menganut sistem 
presidensial, Linz membuat kesimpulan konsolidasi demokrasi lebih sulit 
dipertahankan dalam sistem presidensial dibandingkan dalam sistem 
                                                          
49 Saldi Isra, Op.Cit,  Hal 24-25. 
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parlementer. Selanjutnya menurut Linz ada empat hal pokok terkait 
dengan isu tersebut: 
1. Dalam sistem presidensial, presiden dan legislatif saling 
bersaing mengklaim pihak yang mendapat legitimasi rakyat 
(polular legitimacy). Sebaliknya, bentuk parlementer justeru 
untuk meniadakan masalah dual legitimacy ini, karena lembaga 
eksekutif di dalam sistem parlementer tidak independen dari 
legislatif. 
2. Karena masa jabatan presiden sudah ditetapkan beberapa 
lama, Linz mengklaim sistem presidensialisme kurang fleksibel 
dibandingkan sistem parlementer. Pembatasan masa jabatan itu 
justru membuat kekakuan dalam sistem politik, karena itu 
kurang baik bagi kehidupan demokrasi. Ini berbeda pada 
parlementer, karena ada mekanisme mosi tidak percaya dan 
pembubaran kabinet oleh parlemen. Keberadaan eksekutif 
selalu tergantung pada kepercayaan yang diberikan parlemen. 
3. Sistem presidensial pada dasarnya adanya adalah zero-sum 
elections dan pemenang mengambil semua (winner take all) 
dan pesaingnya yang kalah dalam pemilu tersingkir dari 
kekuasaan eksekutif selama perionde tertentu. Berbeda dengan 
sistem parlementer, power-sharing dan pembentukan koalisi 
adalah sesuatu yang lazim terjadi, dan si pemegang kekuasaan 
(incumbent) karena itu member perhatian pada permintaan dan 
kepentingan pihak lain, termasuk partai-partai kecil. Sedangkan 
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dalam sistem presidensial, presiden yang memenangkan pemilu 
merasa tidak perlu melakukan koalisi atau yang memenangkan 
pemilu merasa tidak perlu melakukan koalisi atau member 
konsesi kepada lawan-lawan politiknya. 
4. Di dalam sistem presidensial, suasana yang kurang 
menguntungkan bagi demokrasi dibandingkan pada sistem 
parlementer, karena perasaan didukung oleh seluruh bangsa 
setelah terpilih dalam pemilu bisa mendorong seorang presiden 
kurang bertoleransi dengan kelompok mendorong seorang 
presiden kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi. Karena 
merasa memiliki kekuasaan penuh, mendapat mandate penuh 
dari rakyat, bisa meyebabkan seorang presiden menjadi 
bertindak di luar batas pluralitas yang ada. Hal ini bisa menjadi 
boomerang, dengan meningkatnya penolakan dari masyarakat 
yang merasa tidak terwakili. 
Sejalan dengan hal tersebut, Adam Przewoski50 membuat 
rekomendasi penting. Jika ingin demokrasi bertahan lama, hindarilah 
sistem presidensial. Apalagi jika sistem presidensial itu berdiri di atas 
multipartai yang terfragmentasi. Hal tersebut dapat terlihat di Indonesia, 
sistem Presidensial kita (Indonesia, pen.) kita tak sekuat yang 
dibayangkan, penyebabnya adalah tidak sinkronnya sistem pemeirntahan 
dengan sistem kepartaian.51 Terlepas dari hal tersebut, dari dua sistem 
                                                          
50Ibid Hal 299. 
51 Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), Hal 353. 
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pemerintahan terbesar yang dianut oleh suatu negara,  Republik 
Indonesia memilih sistem pemerintahan Presidensial. Namun sudut 
pandang yang berbeda, pada pendukung sistem presidensial, secara 
umum sistem pemerintahan presidensiil dipandang memiliki tiga 
kelebihan, pertama stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa 
jabatan presiden. Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat 
dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak lansung. Ketiga, 
pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi-perlindungan 
kebebasan individu tirani pemerintah.52 
Dalam beberapa literatur kita dapat menemukan prinsip pokok 
(karakteristik) dari sistem presidensial yang menggambarkan dua kutub 
berbeda (berlawanan) mengenai prinsip pokok dari sistem parlementer. 
Ciri sistem presidensial misalnya yang paling menunjukkan sistem ini 
adalah tidak dipisahkannya jabatan kepala Negara (head of state) dan 
kepala pemerintahan (head of government). Kedua jabatan ini dipegang 
oleh 1 (satu) orang yaitu presiden. Jika kedua jabatan tersebut dipisahkan, 
maka sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan 
parlementer. Dengan 2 (dua) jabatan yang dipegang sekaligus, 
menempatkan posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 
menjadi sangat kuat kedudukannya. oleh karena itu menurut Jimly 
Asshiddiqie53, dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan 
presiden selalu dibatasi oleh konstitusi, dan pengisian jabatan presiden itu 
biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan. Batasan periode kedudukan 
                                                          
52 Ni’Matul Huda, Op.Cit. Hal 281-282. 
53Ibid, Hal 314. 
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presiden juga merupakan salah satu upaya untuk mencega kesewenag-
wenangan dari Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. 
Kemudian beberapa prinsip pokok lainnya yang menunjukkan suatu 
Negara menganut sistem presidensial banyak digambarkan oleh para ahli, 
misalnya saja Verney54 yang berpendapat prinsip pokok yang bersifat 
universal, yaitu: 
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif; 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil 
presiden saja; 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus merupakan kepala 
pemerintahan; 
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian pula sebaliknya; 
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa 
parlemen; 
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip 
supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif 
bertanggung jawab kepada konstitusi; 
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat; 
9. Kekuasaan tersebut secara tidak terpusat seperti dalam sistem 
parlementer yang terpusat pada parlemen. 
 
Kemudian Sartori55 berpendapat ciri utama sistem presidensial 
adalah (1) presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 
tertentu; (2) dalam masa jabtannya, presiden tidak dapat menjatuhkan 
parlemen; (3) presiden memimpin langsung pemerintahan yang 
dibentuknya. Sedangkan Verney56 ciri sistem Presidensial adalah: (1) 
                                                          
54Ibid Hal 316. 
55 Muhammad Sabri, Op.Cit. Hal 21. 
56Ibid, Hal 22. 
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kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi (sole executive) – kepala 
Negara sekaligus kepala pemerintahan; (2) tidak ada peleburan antara 
eksekutif dan legislatif (3) Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi 
dan secara langsung kepada rakyat. 
Pilihan menganut sistem pemerintahan presidensial dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia bukanlah hal yang langsung diterima oleh para 
pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menghasilkan 
sistem ketatanegaraan yang tidak lazim.57 Namun perkembangan yang 
kemudian muncul, diakui bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah 
sistem presidensial. Jika kita mengkaji praktik ketatanegaraan Indonesia 
(sebelum perubahan UUD 1945), kita menganut sistem presidensial yang 
bergaya parlementer. Misalnya saja presiden sebagai kepala Negara dan 
kepala pemerintahan ditentukan harus tunduk dan bertanggung jawab 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam teori sistem 
pemerintahan, sistem presidensial yang kemudian memasukkan elemen 
sistem parlementer ke dalam sistem presidensial disebut quasi 
presidensial.58 Karena itulah, menurut Jimly Asshiddiqie59 secara normatif 
sebenarnya, sistem yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum amandemen, 
pen) itu bukanlah murni sistem presidensil, tetapi hanya quasi presidensil. 
Penegasan sistem pemerintahan presidensial pada sistem 
ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 mengandaikan adanya 
                                                          
57 Para penyusun UUD 1945 pada dasarnya ingin membangun “sistem pemerintahan 
sendiri.” 
58 Dalam keadaan sebaliknya, jika lebih diutamakan sistem parlementernya kemudian 
memasukkan elemen sistem presidensial kedalam sistem parlementer, maka dapat 
disebut sebagai quasi parlementer. 
59 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit. Hal 325-326. 
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lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat, yang dicirikan 
dengan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term), 
adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and 
balances) dan adanya mekanisme pemberhentian presiden yang hanya 
dapat diberhentikan dengan alasan-alasan tertentu dengan dibuktikan 
terlebih dahulu secara hukum (forum previlegiatum). 
Kemudian jika kita  melihat mekanisme checkss and balances, 
dapat kita lihat pada rumusan UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa 
presiden tidak dapat membubarkan DPR. Begitupun sebaliknya DPR tidak 
dapat memberhentikan presiden kecuali presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum yang ditentukan secara limitatifdan/atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI 1945. Begitupun 
dalam proses legislasi, terdapat checkss and balances mengenai 
pembahasan undang-undang, yang mana jika salah satu lembaga tidak 
menyetujui hasil pembahasan, maka peraturan perundang-undangan 
tersebut tidak dapat disetujui. Dalam penetuan RAPBN sebagai fungsi 
anggara dari DPR, yang mana jika DPR tidak menyetujui RAPBN maka 
RAPBN tersebut tidak berlaku dan diberlakukan APBN tahun lalu. 
Namun yang menjadi problematik praktik sistem presidensial di 
Indonesia adalah kombinasi sistem presidensial – prinsip demokrasi - 
sistem multi-partai. Yang mana, dalam penelitian para ahli menunjukkan 
bahwa sistem presidensial diterapkan di Negara yang menganut prinsip 
demokrasi, apalagi dikombinasikan dengan sistem multi-partai. Adam 
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Przeworski60 berpandangan bahwa,  ada kecenderungan usia atau daya 
tahan demokrasi presidensial cenderung lebih pendek dibanding usia atau 
daya tahan demokrasi parlementer. Ketidakstabilan pemerintahan dalam 
sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan 
sistem multipartai. Perpaduan ini diyakini akan cenderung melahirkan 
presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah 
(devided government).61Sementera itu Scott Mainwaring62 berpandangan 
bahwa, presidensialisme tidak otomatis menghambat kinerja dan stabilitas 
demokrasi di suatu Negara. presidensialisme menjadi masalah kalau 
berkombinasi dengan sistem multipartai. 
  
                                                          
60 Hanta Yuda AR, Op.Cit., Hal 4. 
61Ibid, 2010), Hal 5 





A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, kemudian dihubungkan 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendeka perundang-undangan 
(statute aprroach), pendekatan konseptual (conseptual aprroach), 
pendekatan kasus (case aprroach) dan pendekatan komparatif 
(comparative aprroach) 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
1. Data primer yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang 
pembentukan peraturan perundang-undangan.   
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang di peroleh melalui 
wawancara yang di lakukan langsung dengan responden yang 
dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah staf 
Lembaga kepresidenan dan beberapa pakar hukum. Serta 
publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan catatan 
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resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum dan makalah hukum.  
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat dan benar dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut63 : 
1. Studi kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami 
berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti  
2. Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian. 
 
D. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik secara 
primer dan sekunder dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan 
memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan 
data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat 
yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
  
                                                          





A. Pengaturan Hukum Mekanisme Koordinasi Kementerian dalam 
Sistem Presidensial 
Dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia berkembang dan 
membangun lembaga Negara dalam sistem presidensial. Lembaga 
Negara bukan konsep secara terminologis memiliki istilah tunggal dan 
seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara 
digunakan istilah political institution, sedangkan dalam terminologi belanda 
terdapat istilah staat organen. Sementara dalam bahasa Indonesia 
menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara.64 
Pada dasarnya lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk 
guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.65 Setiap alat-alat kelengkapan 
negara tersebut biasa memiliki organ-organ lain untuk membantu 
pelaksanaan fungsinya.Tujuan dari adanya lembaga negara adalah selain 
untuk menjalankan fungsi suatu Negara, juga untuk menjalankan fungsi 
pemerintahan secara aktual. 
Pada dasarnya, adanya lembaga negara haruslah mempunyai 
dasar legalitas kelembagaan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie,66ada 
lembaga yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh 
                                                          
64 Firmansyah Arif, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2005,hal 29. 
65Ibid, hal 30. 
66 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, 2006, hal 42. 
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UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, 
dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada 
derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Sebelum amandemen UUD 1945, istilah lembaga negara kita dapat 
jumpai pada Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1969 tentang kedudukan 
semua lembaga-lembaga Negara tingkat pusat dan daerah pada posisi 
dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945.67 Setelah amandemen UUD 
1945, struktur dan mekanisme lembaga-lembaga negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia juga ikut berubah. Sebelum amandemen 
kelembagaan Negara Indonesia berpusat pada satu lembaga tertinggi, 
yaitu MPR. Hal tersebut terjadi karena prinsip kedaulatan rakyat 
diwujudkan melalui MPR (sebagai jelmaan rakyat). Dari Majelis inilah, 
kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-
lembaga tinggi Negara yang berada di bawahnya. Karena itu prinsip yang 
dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan 
(division of distribution of power).68Sesudah amandemen UUD 1945, 
posisi struktur ketatanegaraan seperti yang digambarkan oleh 
Montesquieu menjadi seimbang. Kekuasaan eksekutif tidak lagi 
bertanggung jawab kepada parlemen.69 
                                                          
67 Firmansyah Arif, Op.Cit,hal 34 
68Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2006), Hal 73. 
69 Amandemen I-IV UUD 1945 telah menyebabkan berubahnya sistem ketatanegaraan 
yang berlaku, meliputi jenis dan jumlah lembaga Negara, sistem pemerintahan, sistem 
peradilan, dan sistem perwakilan. Pada sisi lain paradigm perubahan UUD mencoba 
diletakkan dalam kerangka prinsip checks and balances sehingga memungkinkan 
terjadinya saling kontrol antara satu cabang kekuasaan dan cabang kekuasaan yang lain. 
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Pascakejatuhan rezim Soeharto, tuntutan terhadap penataan dan 
pembaharuan sistem ketatanegaran semakin menguat. Tatanan politik 
dan struktur ketatanegaraan dimasa lalu terbukti telah meruntuhkan sendi-
sendi bernegara secara demokrasi dan gagal mewujudkan pemerintahan 
yang bersih. tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945 menjadi hal 
yang sangat diinginkan oleh bangsa Indonesia, hasil dari pergolakan 
reformasi, maka UUD 1945 berhasil diamandemen dengan menggunakan 
4 tahap amandemen yang pertama pada tahun 1999, kedua 2000, ketiga 
2001, dan keempat pada tahun 2002. 
Salah satu konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang begitu kompleks adalah kedudukan Presiden dan Wakil 
Presiden yang begitu kuat. Jika dahulu kita kembali mengingat sejarah 
ketatanegaraan Indonesia yang mana Presidennya dapat saja 
diberhentikan oleh parlemen dengan sangat mudah, saat ini menurut Andi 
Irman Putra Sidin, se”dictator” apa pun presiden menjalankan kekuasaan 
pemerintahannya, presiden hanya bisa jatuh ketika dia diduga melakukan 
pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, 
penyuapan, ataupun perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai presiden/wakil presiden. 
Konstruksi sistem penyelenggaraan pemerintahan didunia tak 
terkecuali Indonesia menempatkan kekuasaan eksekutif merupakan 
kekuasaan yang cakupan kegiatannya paling luas diantara kekuasaan 
lainnya (eksekutif dan yudisial). Kekuasaan eksekutif dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia dicerminkan melalui lembaga kepresidenan 
yang dipimpin oleh seorang presiden. Dalam melakukan kewajibannya 
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sebagai penyelenggara negara, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 
Presiden70 dan juga Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.71 
Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan 
negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad 
menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-
citakan. 
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 
ayat (4) bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara diatur dalam undang-undang. Hal tersebut menegaskan bahwa 
kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
haruslah berdasarkan undang-undang. Undang-undang pada dasarnya 
tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun 
kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang dimaksudkan untuk 
                                                          
70 Pasal 4 ayat (1) Unndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
71 Pasal 17 ayat (1) Unndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena 
secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan 
organisasi kementerian negara. 
Pada dasarnya kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan pemerintahan tersebut 
terdiri atas:72 
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
dan 
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program peme 
d. rintah. 
 
Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 
Dalam perkembangannya urusan pemerintahan tersebut diwujudkan 
melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan 
Kementerian Pertahanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut 
Kementerian ini menyelenggarakan fungsi:73 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan 
                                                          
72 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
73Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
Kementerian Negara 
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d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
 
Sedangkan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak 
asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan 
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.74 Dalam 
perkembangannya urusan pemerintahan tersebut diwujudkan melalui: 
1. Kementerian Agama 
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
3. Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
5. Kementerian Kesehatan 
6. Kementerian Sosial 
7. Kementerian Ketenagakerjaan 
8. Kementerian Perindustrian 
9. Kementerian Perdagangan 
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
12. Kementerian Perhubungan 
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
                                                          
74 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
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14. Kementerian Pertanian 
15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
17. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi 
18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 
Dalam melaksanakan tugas kementerian terkait urusan 
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kementerian 
menyelenggarakan fungsi:75 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 
d.  pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan Kementerian di daerah; dan  
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 
Selain fungsi di atas baik kementerian terkait Urusan pemerintahan 
yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
kementerian terkait urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
                                                          
75 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
Kementerian 
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Tahun 1945 juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Kementerian dan pelaksanaan dukungan yang 
bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian. 
Kemudian urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan 
perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan 
negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, 
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha 
kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, 
olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 
Dalam perkembangannya urusan pemerintahan tersebut diwujudkan 
melalui: 
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
5. Kementerian Pariwisata; 
6.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan 
8. Kementerian Sekretariat Negara. 
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Kementerian terkait urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; dan 
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 
Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian tersebut 
juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian. 
Dalam rangka mewujudkan sistem koordinasi yang terpadu, maka 
lembaga kepresidenan menbentuk kementerian Koordinator. Kementerian 
koordinator merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi 
sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Kementerian Koordinator 
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di bidangnya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator 
menyelenggarakan fungsi:76 
                                                          
76 Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian 
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a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 
dengan isu di bidangnya; 
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga 
yang terkait dengan isu di bidangnya; 
c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Koordinator; 
d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; dan 
e. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya 
Pada dasarnya Menteri dan Menteri Koordinator dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah 
pimpinan Presiden. Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah.77 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh 
Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang 
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar 
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan 
Kementerian/ Lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta 
bisnis proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:78 
                                                          
77Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan 
kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian 
masingmasing. 
78 Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
Kementerian 
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a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi 
gabungan antar Menteri Koordinator; 
b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri 
Koordinator sesuai dengan kebutuhan; 
c. forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan  
d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan 
lembaga lain yang terkait. 
Dalam rapat koordinasi, Menteri Koordinator melakukan koordinasi 
dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 
kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan. 
Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga 
di luar bidang koordinasinya.kemudian dalam pelaksanaan koordinasi oleh 
Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
sesuai kebutuhan. 
Setelah adanya rapat koordinasi, Menteri Koordinator 
menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai 
hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup urusan 
Kementerian yang dikoordinasikan secara berkala atau sewaktu-waktu 
sesuai kebutuhan. Menteri Koordinator baik sendiri maupun bersama-
sama dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya menindaklanjuti 
hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi. 
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Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan:79 
1. Kementerian Dalam Negeri; 
2. Kementerian Luar Negeri; 
3. Kementerian Pertahanan;  
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; dan 
7. Instansi lain yang dianggap perlu. 
Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dikoordinasikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal 
melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik, 
hukum dan keamanan. 
Kemudian dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan: 
1. Kementerian Keuangan; 
2. Kementerian Ketenagakerjaan; 
3. Kementerian Perindustrian; 
4. Kementerian Perdagangan; 
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
6. Kementerian Pertanian; 
                                                          
79 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. 
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7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional; 
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 
11. Instansi lain yang dianggap perlu. 
Kementerian lain di luar Kementerian tersebut dikoordinasikan oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas 
dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. 
Kemudian dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
mengkoordinasikan: 
1. Kementerian Agama; 
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
4. Kementerian Kesehatan;  
5. Kementerian Sosial; 
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan  
9. Instansi lain yang dianggap perlu. 
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Kementerian lain di luar Kementerian dikoordinasikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam hal 
melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang 
pembangunan manusia dan kebudayaan. 
Sedangkan dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan: 
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 
2. Kementerian Perhubungan; 
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
4. Kementerian Pariwisata; dan 
5. Instansi lain yang dianggap perlu. 
Kementerian lain di luar Kementerian dikoordinasikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dalam hal melaksanakan tugas dan 
fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman. 
Dengan konstruksi yang demikian dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme koordinasi kementerian dalam lembaga kepresidenan 
dikoordinasikan oleh kementerian koordinator berdasarkan urusan 
pemerintahan. Benar bahwa setiap kementerian koordinator telah memiliki 
nama-nama kementerian yang dikoordinasikan, akan tetapi tidak hal 
tersebut bukanlah mutlak dan sifatnya kaku dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Kementerian yang bukan berada di bawah koordinasi 
kementerian koordinator dapat berkoordinasi dengan kementerian 
koordinator lainnya jika berhubungan dengan isu urusan pemerintahan 
yang ditugaskan. Dengan katan lain, koordinasi kementerian antara 
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menteri dan kementerin koordinator lebih menitik beratkan pada bidang 
urusan pemerintahan. Namun, secara yuridis keberadaan kementerian 
koordinator bukan kementerian yang berada di atas kementerian yang 
bukan merupakan kementerian koordinator. Sehingga potensi terjadinya 
konflik terkait urusan pemerintahan dapat terjadi. 
 
B. Pelaksanaan Koordinasi Kementerian dalam Sistem 
Presidensial 
Pergeseran fungsi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif 
pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menegaskan  penguatan sistem presidensial. Hal ini berarti 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 
dilaksanakan dengan sistem presidensial. Urusan pemerintahan dalam 
sistem presidensial yang lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif pada 
dasarnya merupakan upaya dalam rangka perwujudan cita negara dapat 
segera diwujudkan. 
Dalam beberapa literatur kita dapat menemukan prinsip pokok 
(karakteristik) dari sistem presidensial yang menggambarkan dua kutub 
berbeda (berlawanan) mengenai prinsip pokok dari sistem parlementer. 
Ciri sistem presidensial misalnya yang paling menunjukkan sistem ini 
adalah tidak dipisahkannya jabatan kepala Negara (head of state) dan 
kepala pemerintahan (head of government). Kedua jabatan ini dipegang 
oleh 1 (satu) orang yaitu presiden. Jika kedua jabatan tersebut dipisahkan, 
maka sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan 
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parlementer. Dengan 2 (dua) jabatan yang dipegang sekaligus, 
menempatkan posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 
menjadi sangat kuat kedudukannya. oleh karena itu menurut Jimly 
Asshiddiqie80, dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan 
presiden selalu dibatasi oleh konstitusi, dan pengisian jabatan presiden itu 
biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan. Batasan periode kedudukan 
presiden juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah kesewenag-
wenangan dari Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. 
Dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia berkembang dan 
membangun lembaga Negara dalam sistem presidensial. Lembaga 
Negara bukan konsep secara terminologis memiliki istilah tunggal dan 
seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara 
digunakan istilah political institution, sedangkan dalam terminologi belanda 
terdapat istilah staat organen. Sementara dalam bahasa Indonesia 
menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara.81 
Pada dasarnya lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk 
guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.82 Setiap alat-alat kelengkapan 
negara tersebut biasa memiliki organ-organ lain untuk membantu 
pelaksanaan fungsinya.Tujuan dari adanya lembaga negara adalah selain 
untuk menjalankan fungsi suatu Negara, juga untuk menjalankan fungsi 
pemerintahan secara aktual. 
                                                          
80 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit.Hal 314. 
81 Firmansyah Arif, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), 2005,hal 29. 
82Ibid, hal 30. 
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Pada dasarnya, adanya lembaga negara haruslah mempunyai 
dasar legalitas kelembagaan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie,83ada 
lembaga yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh 
UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, 
dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada 
derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Sebelum amandemen UUD 1945, istilah lembaga negara kita dapat 
jumpai pada Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1969 tentang kedudukan 
semua lembaga-lembaga Negara tingkat pusat dan daerah pada posisi 
dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945.84 Setelah amandemen UUD 
1945, struktur dan mekanisme lembaga-lembaga negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia juga ikut berubah. Sebelum amandemen 
kelembagaan Negara Indonesia berpusat pada satu lembaga tertinggi, 
yaitu MPR. Hal tersebut terjadi karena prinsip kedaulatan rakyat 
diwujudkan melalui MPR (sebagai jelmaan rakyat). Dari Majelis inilah, 
kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-
lembaga tinggi Negara yang berada di bawahnya. Karena itu prinsip yang 
dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan 
(division of distribution of power).85Sesudah amandemen UUD 1945, 
                                                          
83 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, 2006, hal 42. 
84 Firmansyah Arif, Op.Cit,hal 34 
85 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit, Hal 73. 
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posisi struktur ketatanegaraan seperti yang digambarkan oleh 
Montesquieu menjadi seimbang. Kekuasaan eksekutif tidak lagi 
bertanggung jawab kepada parlemen. 
Pada hakikatnya pelaksanaan tugas menteri merupakan tanggung 
jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sehingga 
dituntut sinergitas yang kuat antara presiden dengan menteri maupun 
sesama menteri. Urusan pemerintahan setiap kementerian yang dapat 
saja terjadi irisan urusan pemerintahan yang dapat berimplikasi terjadinya 
disharmonisasi antar-kementerian. Untuk menjaga hal itu terjadi maka 
gagasan kementerian koordinator menjadi sebuah keniscayaan. 
Kementerian koordinator pada dasarnya merupakan kementerian yang 
melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. 
Fungsi sinkronisasi dan koordinasi kementerian koordinator pada 
dasarnya bertujuan agar irisan urusan pemerintahan yang berpotensi 
terjadinya perbedaan pendapat keluarnya sebuah kebijakan dapat 
dihindarkan. Namun dalam pelaksanaannya, ketidakoordinasi urusan 
pemerintahan terjadi antara menteri dan menteri koordinator.  Hal tersebut 
berimplikasi negatif, misalnya saja adanya saling sindir antara menteri dan 
menko di media sosial dan pers, padahal seharusnya perbedaan tersebut 
hanya terjadi/dilakukan dalam lembaga kepresidenan (internal lembaga 
kepresidenan). 
Pelaksanaan koordinasi tersebut ternyata tidak berjalan dengan 
baik, misalnya saja antara kemeterian dan kementerian koordinatornya, 
yakni menteri ESDM dan Menko bidang Kemaritiman. Rencana 
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pembangunan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku, yang pada 
akhirnya menimbulkan kekisruhan di ruang publik. Rizal Ramli 
menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi 
di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan 
kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating 
LNG/FLNG/offshore)86Pada dasarnya kedudukan kementerian ESDM 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga 
makna kedudukan kementerian koordinator menjadi kabur. Apakah 
kementerian koordinator membawahi kementerian-kementerian lain atau 
kedudukan adalah setara. Yakni berada di bawah presiden secara 
langsung. 
Berdasarkan kajian penelitian bahwa, kementerian koordinator 
bidang kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 
dengan isu di bidang kemaritiman; 
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga 
yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman; 
                                                          
86Ribut Blok Masela Rizal Ramli versus Sudirman Said, 
http://ekbis.sindonews.com/read/1092537/180/ribut-blok-masela-rizal-ramli-versus-
sudirman-said-1457825059, diakses pada 19 Maret 2016 pukul 4.35. 
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c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 
d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim 
dan pengelolaan sumber daya maritim; 
e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana 
kemaritiman; 
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 
Pemaknaan koordinasi dan sinkronisasi pada dasarnya bukanlah 
merupakan membawahi, namun lebih mengarah kepada menguatkan 
sinergitas antar-menteri sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri 
terkait urusan pemerintahan bidang kemaritiman tidak saling 
bertentangan. Hal tersebut juga kuatkan melalui Pasal 1 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menentukan bahwa, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. 
Kemudian terkait urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Terdapat urusan 
aparatur negara yang diwujudkan melalui Kementerian Aparatur Negara 
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dan Reformasi Birokrasi.  Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi megeluarkan LAKIP Kementerian dan Provinsi . Nilai  tersebut 
menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil 
(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya 
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).  
Hasil ini menimbulkan pro-kontra. KemenPAN-RB dianggap tidak memiliki 
wewenang untuk melakukan penilaian kepada sesama kementerian. 
Sementara itu, KemenPAN-RB beranggapan bahwa Penilaian 
akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga sedianya sudah menjadi 
agenda rutin sejak 2010.  
Pada dasarnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di 
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi KemenPAN-RB:87 
a. perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas 
aparatur, dan pengawasan; 
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
reformasi birokrasi; 
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
akuntabilitas aparatur; 
d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di sistem 
pengawas, pengawasan penerapan sistem integritas, 
                                                          
87 Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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pengelolaan pengaduan masyarakat, penerapan kebijakan 
aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan; 
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
reformasi birokrasi; 
f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
akuntabilitas aparatur; 
g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem 
pengawasan, penerapan sistem integritas, dan pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 
h. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
Pemaknaan evaluasi dapat berupa penilaian akuntabilitas aparatur 
pemerintahan. aparatur pemerintahan merupakan seluruh unsur elemen 
negara yang melaksanakan administrasi pemerintahan, termasuk 
administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh kementerian. Perlu 
diketahui bahwa, yang dievaluasi KemenPAN-RB adalah jalannya 
administrasi pemerintahan bukan mengevaluasi kebijakan yang 
dikeluarkan oleh seorang menteri. Jadi menurut peneliti hal tersebut 
mempunyai konsekuensi yang berbeda. Peneliti berpendapat bahwa 
KemenPAN-RB tidak memiliki wewenang untuk menilai kebijakan menteri 
lainnya yang berada dalam suatu kabinet, namun KemenPAN-RB memiliki 
wewenang untuk mengevaluasi jalannya administrasi pemerintahan 
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negara, baik itu administrasi pemerintahan yang berada dilingkungan 
Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudisial. 
Pemaknaan mengenai kedudukan kementerian dan kementerian 
koordinator memang menjadi problematik hukum. Penegasan kedudukan 
kementerian seharusnya lebih diperkuat lagi sehingga pelaksanaan 
koordinasi antara kementerian menjadi memiliki sinergitas yang baik. 
Dengan kata lain Pelaksanaan koordinasi yang ditopang oleh sinergitas 
yang baik akan berimplikasi terhadap pelaksanaan koordinasi yang baik.  
Perbedaan pendapat antara menteri merupakan hal yang wajar 
dikarenakan masing-masing kementerian ingin menguatkan 
kementeriannya masing-masing, namun perbedaan itu secara etika hanya 







1. Pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi kementerian  
belum diatur secara tegas. Mekanisme koordinasi kementerian , 
dikoordinasikan oleh kementerian koordinator berdasarkan urusan 
pemerintahan.  Dimana setiap kementerian koordinator telah 
memiliki nama-nama kementerian yang dikoordinasikan, akan 
tetapi hal tersebut bukanlah tidak mutlak dan sifatnya kaku dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian yang bukan berada 
di bawah koordinasi kementerian koordinator dapat berkoordinasi 
dengan kementerian koordinator lainnya jika berhubungan dengan 
isu urusan pemerintahan yang ditugaskan. Dengan katan lain, 
koordinasi kementerian antara menteri dan kementerin koordinator 
lebih menitik beratkan pada bidang urusan pemerintahan. 
Meskipun, secara yuridis keberadaan kementerian koordinator 
bukan kementerian yang berada di atas kementerian yang bukan 
merupakan kementerian koordinator.  
2. Pelaksanaan koordinasi kementerian  yang ada saat tidak berjalan 
dengan baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya kekisruhan 
antara menteri kordinator dan menteri terkait. Dimana pemaknaan 
koordinasi dan sinkronisasi pada dasarnya bukanlah merupakan 
membawahi, namun lebih mengarah kepada menguatkan sinergitas 
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antar-menteri sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri 
terkait urusan pemerintahan tidak saling bertentangan. 
 
B. Saran 
1. Perlu dibuat aturan hukum yang tegas terkait mekanisme 
koordinasi kementerian. Agar tugas koordinasi kementerian 
kordinator dapat berjalan dengan baik. Sehingga urusan 
pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 
2. Kepada Menteri Kordinator dan menteri dibawahnya perlu dibuat 
koordinasi yang baik. Selain itu setelah adanya aturan hukum yang 
tegas terkait mekanisme kordinasi kementerian maka penegakan 
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